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Abstract

The Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI) plays a strategic role in responding to
contemporary issues of Islamic family law through the issuance of fatwas. This article examines the
legal foundations and mechanisms of istinbat al-hukm employed by MUI in formulating fatwas related
to Islamic family law. This study uses library research with a content analysis approach by examining
selected MUI fatwas, including fatwas on interfaith marriage, assisted reproductive technology (in vitro
fertilization), and divorce through digital media issued between 2005 and 2020. The findings show that
MUI applies a model of collective ijtihad (ijtihad jama ‘7) that integrates classical Islamic legal sources,
such as the Qur’an, Sunnah, consensus, and analogy, with contextual considerations and the objectives
of Islamic law (magasid al-shari‘ah). This approach reflects a contextual-normative legal orientation
that maintains textual authority while responding to social changes within Muslim family life in
Indonesia. This study contributes to the understanding of institutional fatwa-making in Indonesia and
highlights the relevance of MUI fatwas as moral and social references in the development of
contemporary Islamic family law.
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Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam merespons persoalan hukum keluarga
Islam kontemporer melalui penerbitan fatwa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum
serta mekanisme istinbat al-hukm yang digunakan MUI dalam penetapan fatwa hukum keluarga Islam.
Penelitian ini menggunakan metode /ibrary research dengan pendekatan analisis isi terhadap sejumlah
fatwa MUI, antara lain fatwa tentang pernikahan beda agama, teknologi reproduksi berbantu (bayi
tabung), dan talak melalui media digital yang diterbitkan dalam rentang tahun 2005-2020. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa MUI menerapkan pola ijtihdad jama ‘T dengan mengintegrasikan sumber
hukum Islam klasik, al-Qur’an, Sunnah, ijma‘, dan qiyas, serta mempertimbangkan konteks sosial dan
tujuan syariat (magqasid al-shari‘ah). Pendekatan ini mencerminkan corak pemikiran hukum yang
bersifat kontekstual-normatif, yaitu menjaga otoritas teks syariah sekaligus merespons dinamika
kehidupan keluarga Muslim di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian fatwa
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kelembagaan serta menegaskan relevansi fatwa MUI dalam perkembangan hukum keluarga Islam di
Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Fatwa, Istinbat al-Hukm, Majelis Ulama Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pemikiran hukum Islam sejak awal perkembangannya selalu mengalami dinamika seiring
perubahan sosial yang dihadapi umat Islam. Pada masa klasik, hukum Islam dikonstruksi melalui figh
dengan basis utama Al-Qur’an dan Hadis serta instrumen metodologis seperti giyas, ijma‘, dan Majelis
Ulama Indonesia (MUI) menempati posisi strategis dalam konfigurasi otoritas keagamaan di Indonesia
(Hosen, 2009; Mudzhar, 2001), khususnya dalam produksi dan distribusi fatwa sebagai rujukan
normatif umat Islam. Sejak didirikan pada tahun 1975, MUI berfungsi sebagai forum kolektif ulama
yang berupaya menjawab berbagai persoalan keagamaan yang berkembang seiring dengan perubahan
sosial masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, fatwa MUI tidak hanya dipahami sebagai produk
hukum keagamaan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki daya
pengaruh signifikan (Azra, 2005) dalam membentuk kesadaran hukum dan praktik keberagamaan umat
Islam, termasuk dalam ranah hukum keluarga Islam.

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum yang paling intens bersentuhan
dengan realitas sosial. Persoalan-persoalan keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan relasi suami-
istri terus mengalami transformasi seiring dengan perubahan struktur sosial, perkembangan teknologi,
serta dinamika hukum nasional. Fenomena pernikahan beda agama, penggunaan teknologi reproduksi
berbantu, dan praktik talak melalui media digital merupakan contoh konkret bagaimana problematika
keluarga Muslim kontemporer menuntut adanya respons hukum Islam yang tidak hanya berpegang pada
teks, tetapi juga mampu membaca konteks sosial secara proporsional. Dalam situasi seperti ini, fatwa
MUI menjadi salah satu rujukan penting yang berfungsi menjembatani otoritas normatif syariah dengan
kebutuhan praktis masyarakat Muslim Indonesia.

Fatwa-fatwa hukum keluarga yang dikeluarkan oleh MUI menunjukkan adanya upaya untuk
mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam sekaligus merespons dinamika sosial yang terus
berkembang. Namun demikian, respons tersebut tidak selalu dapat dipahami secara sederhana sebagai
bentuk penerapan hukum Islam klasik, melainkan sebagai hasil dari proses ijtihad kelembagaan yang
melibatkan pertimbangan normatif, metodologis, dan sosiologis. Oleh karena itu, memahami fatwa
MUI tidak cukup hanya dengan melihat substansi keputusannya, tetapi juga menuntut kajian yang lebih
mendalam terhadap dasar hukum dan mekanisme istinbat al-hukm yang melandasi lahirnya fatwa-fatwa
tersebut.

Sejumlah kajian akademik mengenai fatwa dan pemikiran hukum Islam di Indonesia telah
memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan posisi MUI dalam dinamika hukum Islam nasional.
Penelitian M. Atho Mudzhar, misalnya, menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki karakter dinamis
karena memadukan sumber-sumber hukum Islam klasik dengan konteks sosial Indonesia (Mudzhar,
1993). A. Qodri Azizy menyoroti proses eklektisisme hukum Islam dalam sistem hukum nasional, yang
memungkinkan terjadinya dialog antara nilai-nilai syariah dan hukum positif negara (Azizy, 2004).
Sementara itu, Nur Kholis Setiawan menekankan pentingnya membaca figh dalam konteks sosial-
politik agar tetap relevan dengan realitas masyarakat modern (Setiawan, 2012). Meskipun kajian-kajian
tersebut telah membuka ruang pemahaman yang luas tentang fatwa MUI, pembahasan mengenai
mekanisme istinbat al-hukm dalam fatwa hukum keluarga masih sering ditempatkan sebagai bagian
yang tersirat dan belum menjadi fokus kajian tersendiri.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji fatwa MUI dan dinamika hukum Islam di
Indonesia, sebagian besar kajian tersebut lebih menekankan pada substansi fatwa atau konteks sosial-
politiknya. Kajian yang secara khusus menelaah pola dan mekanisme istinbat al-hukm dalam fatwa
hukum keluarga MUI secara sistematis masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya
mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara lebih mendalam dasar hukum dan mekanisme
penalaran hukum yang digunakan MUI dalam merumuskan fatwa-fatwa hukum keluarga Islam.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fatwa hukum keluarga MUI masih menyimpan ruang
kajian yang penting untuk dieksplorasi lebih lanjut, khususnya terkait dengan bagaimana dasar hukum
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dan metode penggalian hukum digunakan dalam merespons persoalan keluarga Muslim kontemporer.
Kajian terhadap mekanisme istinbat al-hukm tidak hanya relevan untuk memahami corak pemikiran
hukum Islam MUI, tetapi juga penting untuk menilai sejauh mana fatwa-fatwa tersebut mampu menjaga
keseimbangan antara otoritas teks keagamaan dan tuntutan kemaslahatan sosial. Dengan demikian,
analisis terhadap fatwa hukum keluarga MUI dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai
karakter pemikiran hukum Islam kelembagaan di Indonesia.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, artikel ini diarahkan untuk mengkaji dasar hukum
serta mekanisme istinbat al-hukm yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa
hukum keluarga Islam. Fokus kajian ini tidak hanya menempatkan fatwa sebagai produk normatif
semata, tetapi juga sebagai hasil dari proses ijtihad kolektif yang dipengaruhi oleh konteks sosial,
perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan hukum masyarakat Muslim Indonesia. Dengan
pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya diskursus pemikiran
hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam memahami peran dan karakter fatwa kelembagaan dalam
perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (/ibrary research) yang berfokus pada kajian
normatif terhadap fatwa-fatwa hukum keluarga Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menempatkan fatwa
sebagai produk pemikiran hukum Islam yang lahir dari proses ijtihad kelembagaan. Pendekatan ini
dipilih untuk memahami dasar hukum, metode penalaran, serta mekanisme istinbat al-hukm yang
digunakan MUI dalam merumuskan fatwa-fatwa hukum keluarga Islam.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Data primer berupa
dokumen resmi fatwa MUI yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya fatwa tentang
pernikahan beda agama, teknologi reproduksi berbantu (bayi tabung), dan talak melalui media
digital yang diterbitkan dalam rentang waktu 2005—2020. Pemilihan fatwa tersebut didasarkan pada
pertimbangan bahwa isu-isu tersebut merepresentasikan persoalan keluarga Muslim kontemporer
yang bersentuhan langsung dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Ketiga fatwa
tersebut dipilih karena mewakili tiga dimensi penting dalam hukum keluarga Islam kontemporer,
yaitu persoalan perkawinan lintas agama, reproduksi berbasis teknologi medis, dan transformasi
praktik perceraian akibat perkembangan teknologi komunikasi. Dengan demikian, ketiga fatwa ini
dapat merepresentasikan dinamika persoalan keluarga Muslim yang muncul akibat perubahan
sosial dan kemajuan teknologi. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur pendukung berupa
buku, artikel jurnal ilmiah, pedoman penetapan fatwa MUI, serta peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri,
mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan dokumen fatwa serta literatur yang relevan dengan fokus
penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan Teknik analisis isi
(content analysis) (Terry, 1972). Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji argumentasi fatwa,
penggunaan dalil syar’l, kaidah fikih, serta pertimbangan kontekstual yang digunakan MUI dalam
proses istinbat al- hukm. Melalui analisis tersebut penelitian ini berupaya mengungkap pola ijtihad
da corak pemikiran hukum keluarga Islam yang dikembangkan oleh MUI.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil analisis terhadap fatwa-fatwa hukum keluarga Islam yang
dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan menitikberatkan pada dasar hukum dan
mekanisme istinbat al-hukm yang digunakan. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada substansi
normatif fatwa, tetapi juga pada pola penalaran hukum dan corak pemikiran hukum Islam yang
berkembang dalam kerangka ijtihad kelembagaan MUI. Dengan pendekatan tersebut, bagian ini
berupaya menunjukkan bahwa fatwa hukum keluarga MUI merupakan produk pemikiran hukum Islam
yang lahir dari interaksi antara teks keagamaan, metodologi fikih, dan konteks sosial masyarakat
Indonesia.
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3.1. Kedudukan dan peran Majelis Ulama Indonesia dalam Penetapan Fatwa Hukum
Keluarga

Majelis Ulama Indonesia memiliki kedudukan yang khas dalam struktur otoritas keagamaan di
Indonesia. Sebagai lembaga yang menghimpun ulama dari berbagai organisasi dan latar belakang
keilmuan, MUI berfungsi sebagai forum ijtihad kolektif yang bertujuan memberikan panduan
keagamaan bagi umat Islam (Mudzhar, 2001). Dalam konteks hukum keluarga Islam, kedudukan MUI
menjadi semakin strategis karena persoalan keluarga merupakan ranah yang paling dekat dengan
praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Fatwa-fatwa MUI di bidang keluarga tidak hanya
berfungsi sebagai rujukan normatif, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas dalam membentuk
sikap dan perilaku keagamaan umat Islam (Azra, 2005).

Peran MUI dalam penetapan fatwa hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari karakter
kelembagaannya sebagai otoritas fatwa nasional. Meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan
mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya fatwa tersebut sering
dijadikan rujukan oleh lembaga keagamaan, aparat negara di bidang keagamaan, serta masyarakat luas.
Dalam konteks tertentu, fatwa MUI bahkan menjadi referensi moral yang memengaruhi kebijakan
publik, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu sensitif dalam kehidupan keluarga Muslim. Hal ini
menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki daya kerja sosial (social efficacy) yang kuat, meskipun secara
formal berada di luar struktur hukum positif negara.

Dalam bidang hukum keluarga Islam, peran MUI semakin terlihat ketika muncul persoalan-
persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik. Isu pernikahan
beda agama, teknologi reproduksi berbantu, dan praktik talak melalui media digital merupakan contoh
persoalan yang menuntut adanya respons hukum Islam yang cepat dan kontekstual. Dalam menghadapi
persoalan-persoalan tersebut, MUI tidak hanya berperan sebagai penjaga ortodoksi hukum Islam, tetapi
juga sebagai mediator antara norma syariah dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Peran ini
menempatkan MUI pada posisi yang kompleks, yaitu menjaga otoritas teks keagamaan sekaligus
merespons tuntutan perubahan sosial.

Kedudukan MUI sebagai lembaga ijtihad kolektif juga berimplikasi pada cara pandang
terhadap fatwa yang dihasilkannya. Fatwa MUI tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pendapat
individu ulama tertentu, melainkan sebagai hasil konsensus kelembagaan yang dibangun melalui proses
musyawarah dan pertimbangan multidisipliner. Dalam proses tersebut, fatwa hukum keluarga MUI
mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepentingan normatif syariah dengan
kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, memahami fatwa MUI dalam perspektif hukum keluarga Islam
menuntut analisis yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir fatwa, tetapi juga pada peran dan posisi
MUI sebagai aktor institusional dalam dinamika hukum Islam di Indonesia.

3.2. Dasar Hukum Penetapan Fatwa Hukum Keluarga di Majelis Ulama Indonesia

Dalam kerangka metodologis penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia, prinsip maqasid al-
syari‘ah memiliki posisi penting sebagai kerangka normatif yang melengkapi penggunaan dalil-dalil
tekstual. Prinsip ini tidak menggantikan otoritas al-Qur’an dan al-Sunnah, tetapi berfungsi sebagai
pedoman untuk memastikan bahwa hasil istinbat tetap sejalan dengan tujuan dasar syariat, seperti
perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dasar hukum penetapan fatwa hukum keluarga
di Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpijak pada sumber-sumber hukum Islam yang telah mapan, yaitu
al-Qur’an, al-Sunnah, ijma‘, dan giyds, dengan tetap memperhatikan tujuan-tujuan syariat (maqasid as-
syart ‘ah). Namun, penggunaan sumber-sumber hukum tersebut dalam praktik fatwa MUI tidak bersifat
tekstual semata, melainkan dikontekstualisasikan melalui pertimbangan realitas sosial masyarakat
Indonesia. Pola ini menunjukkan bahwa MUI tidak menempatkan nash secara terpisah dari konteks
sosial, tetapi memahaminya sebagai pedoman normatif yang harus diaktualisasikan sesuai dengan
kebutuhan dan tantangan zaman.

Dalam fatwa tentang pernikahan beda agama, misalnya, MUI menjadikan dalil al-Qur’an
sebagai rujukan utama, khususnya QS. al-Baqarah [2]: 221, yang melarang pernikahan antara orang
beriman dan orang musyrik. Dalil tersebut diperkuat dengan pendapat mayoritas fuqaha’ yang
menegaskan larangan pernikahan Muslimah dengan non-Muslim. Akan tetapi, MUI tidak berhenti pada
pendekatan bayani (tekstual), melainkan juga menggunakan kaidah sadd al-dhari‘ah untuk mencegah
potensi mafsadah dalam kehidupan rumah tangga, seperti konflik keyakinan dan ketidakjelasan
pendidikan agama anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dasar hukum fatwa tidak hanya bertumpu
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pada nash, tetapi juga pada pertimbangan perlindungan keturunan (%ifzu an-nasl) sebagai bagian dari
maqasid al-shart‘ah (Huda, 2019).

Pendekatan serupa terlihat dalam fatwa MUI mengenai teknologi reproduksi berbantu (bayi
tabung). Dalam fatwa tersebut, MUI membolehkan praktik fertilisasi in vitro dengan syarat bahwa
sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan prosesnya dilakukan dalam ikatan
perkawinan. Dasar hukum yang digunakan tidak hanya berupa dalil normatif tentang keabsahan nasab,
tetapi juga kaidah fikih al-walad li al-firash yang menegaskan keterkaitan antara nasab dan perkawinan
yang sah. Selain itu, MUI menggunakan pendekatan giyas dan al-maslahah al-mursalah untuk
menjawab persoalan medis modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik.
Hal ini menunjukkan adanya upaya MUI untuk mengembangkan dasar hukum yang adaptif tanpa
melepaskan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Dalam fatwa tentang talak melalui media digital, MUI kembali menegaskan pentingnya
penggunaan dasar hukum yang integratif. Dalil-dalil fikih klasik mengenai sahnya talak secara lisan
dijadikan rujukan awal, namun MUI juga mempertimbangkan unsur kesengajaan (qasd), kejelasan lafaz,
dan potensi penyalahgunaan teknologi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa dasar hukum fatwa MUI
tidak hanya berorientasi pada keabsahan formal talak, tetapi juga pada perlindungan hak-hak anggota
keluarga, khususnya perempuan dan anak. Dengan demikian, penggunaan kaidah fikih dan prinsip
maqasid al-shart ‘ah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa fatwa hukum keluarga tidak
menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penetapan fatwa hukum
keluarga di MUI bersifat integratif dan kontekstual. MUI menempatkan al-Qur’an dan al-Sunnah
sebagai rujukan utama, namun membuka ruang penggunaan ijma ‘, qiyas, kaidah fikih, dan maqgasid as-
syart ‘ah untuk menjawab persoalan keluarga Muslim kontemporer. Pola ini mencerminkan corak
pemikiran hukum Islam yang berupaya menjaga otoritas teks syariah sekaligus merespons dinamika
sosial masyarakat Indonesia. Dasar hukum tersebut menjadi fondasi penting bagi mekanisme istinbat
al-hukm yang diterapkan MUI dalam proses penetapan fatwa hukum keluarga Islam (Majelis Ulama
Indonesia, 2011).

3.3. Mekanisme Istinbat al-hukm dalam Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama
Indonesia

Mekanisme istinbat al-hukm yang diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam
penetapan fatwa hukum keluarga menunjukkan corak ijtihad kolektif yang bersifat sistematis dan
kontekstual. Sebagai lembaga fatwa nasional, MUI tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pendapat
fikih klasik, tetapi juga sebagai institusi yang melakukan proses penggalian hukum secara metodologis
dengan mempertimbangkan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Proses istinbat tersebut dilakukan
melalui forum musyawarah Komisi Fatwa yang melibatkan ulama, akademisi, dan pakar dari berbagai
disiplin keilmuan, sehingga fatwa yang dihasilkan mencerminkan integrasi antara otoritas keilmuan dan
kebutuhan praktis umat (Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Dalam praktiknya, mekanisme istinbat al-hukm MUI diawali dengan identifikasi persoalan
hukum (taswir al-mas’alah) secara komprehensif. Tahap ini menekankan pada pemahaman mendalam
terhadap fakta sosial, konteks masalah, serta implikasi hukum yang mungkin timbul dari persoalan yang
dikaji. Dalam isu-isu hukum keluarga, taswir al-mas’alah menjadi tahap krusial karena persoalan
keluarga sering kali bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek psikologis, sosial, dan
budaya. Dengan pemetaan masalah yang akurat, MUI berupaya menghindari kekeliruan dalam
menetapkan hukum yang hanya bertumpu pada asumsi normatif semata.

Tahap selanjutnya adalah penelusuran dalil-dalil syar‘i (fahqiq al-mandt) yang relevan dengan
persoalan yang dihadapi. Pada tahap ini, MUI merujuk kepada al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber
utama, kemudian memperluas analisis dengan pendapat para fuqaha’ dari berbagai mazhab, kaidah-
kaidah fikih, serta prinsip maqasid al-shari‘ah. Penelusuran dalil tersebut tidak dilakukan secara
selektif untuk membenarkan satu pandangan tertentu, melainkan melalui proses komparatif yang
mempertimbangkan berbagai kemungkinan pendapat hukum. Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme
istinbat MUI tidak bersifat doktrinal, tetapi terbuka terhadap keragaman pendapat dalam tradisi fikih.

Dalam kasus-kasus hukum keluarga kontemporer, MUI juga menggunakan pendekatan ijtihad
dengan memanfaatkan instrumen metodologis seperti giyas, al-maslahah al-mursalah, dan sadd al-
dhart‘ah. Penggunaan instrumen-instrumen tersebut menjadi penting ketika persoalan yang dihadapi
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tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash maupun literatur fikih klasik. Misalnya, dalam fatwa terkait
teknologi reproduksi berbantu dan talak melalui media digital, MUI melakukan analogi hukum serta
pertimbangan kemaslahatan untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tidak hanya sah
secara normatif, tetapi juga mampu melindungi nilai-nilai dasar hukum keluarga Islam, seperti kejelasan
nasab, keadilan relasi suami-istri, dan perlindungan hak anak.

Ciri lain yang menonjol dalam mekanisme istinbat al-hukm MUI adalah penekanan pada prinsip
kehati-hatian (ihtiyat) dan pencegahan kemudaratan. Prinsip ini tercermin dalam kecenderungan MUI
untuk menutup celah yang berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif, meskipun secara teoritis
terdapat pendapat fikih yang lebih longgar. Dalam konteks hukum keluarga, pendekatan kehati- hatian
ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan ketertiban keluarga Muslim di tengah
perubahan sosial yang cepat. Dengan demikian, mekanisme istinbat MUI tidak hanya berorientasi pada
keabsahan hukum, tetapi juga pada dampak sosial jangka panjang dari penerapan fatwa.

Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme istinbat al-hukm dalam fatwa hukum keluarga MUI
dapat dipahami sebagai proses ijtihad kolektif yang mengintegrasikan pendekatan tekstual, rasional,
dan kontekstual. MUI menempatkan nash sebagai fondasi normatif, namun secara bersamaan membuka
ruang penggunaan instrumen metodologis fikih untuk merespons persoalan keluarga Muslim
kontemporer. Corak mekanisme ini menunjukkan bahwa fatwa hukum keluarga MUI
merepresentasikan model ijtihad kelembagaan yang adaptif, sekaligus menjaga kesinambungan dengan
tradisi hukum Islam klasik.

3.4. Implikasi Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Terhadap
Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap fatwa-fatwa yang dikaji, dapat diidentifikasi beberapa
karakteristik utama mekanisme istinbat al-hukm yang digunakan oleh MUI. Pertama, penggunaan
ijtihad jama‘1 (ijtihad kolektif) sebagai metode utama dalam penetapan fatwa. Kedua, integrasi antara
pendekatan tekstual dan kontekstual, dengan menjadikan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai dasar
normatif sekaligus mempertimbangkan realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia. Ketiga,
penggunaan instrumen metodologis fikih klasik seperti giyas, kaidah fikih, dan sadd al-dhari‘ah dalam
merespons persoalan kontemporer. Keempat, penekanan pada pertimbangan maqasid al-syari‘ah,
khususnya perlindungan nasab dan stabilitas keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme istinbat
MUI memiliki karakter kontekstual-normatif, yaitu menjaga otoritas teks syariah sekaligus merespons
dinamika sosial masyarakat.

Fatwa-fatwa hukum keluarga yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Majelis
Ulama Indonesia, 2012) memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan hukum keluarga
Islam di Indonesia, baik pada tataran normatif, institusional, maupun sosial. Meskipun fatwa MUI tidak
memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dalam sistem hukum nasional, dalam praktiknya fatwa
tersebut sering dijadikan rujukan oleh masyarakat, lembaga keagamaan, serta aparat negara di bidang
keagamaan (Hosen, 2009). Kondisi ini menunjukkan bahwa fatwa MUI berfungsi sebagai sumber
otoritatif yang membentuk pola pemahaman dan praktik hukum keluarga Islam di tengah masyarakat
Muslim Indonesia.

Pada tataran normatif, fatwa hukum keluarga MUI berkontribusi dalam memperluas cakrawala
hukum Islam dengan merespons persoalan-persoalan kontemporer yang belum terakomodasi secara
eksplisit dalam literatur fikih klasik. Melalui mekanisme istinbat al-hukm yang kontekstual, MUI
menghadirkan formulasi hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada
perlindungan kemaslahatan keluarga. Hal ini berdampak pada terbentuknya pemahaman hukum
keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa harus melepaskan prinsip-prinsip
dasar syariah.

Implikasi lain terlihat pada tataran institusional, khususnya dalam hubungan antara fatwa MUI
dan sistem hukum nasional. Dalam beberapa kasus, fatwa MUI menjadi referensi normatif yang
memengaruhi kebijakan dan praktik lembaga negara, seperti Kantor Urusan Agama dan pengadilan
agama. Meskipun tidak secara formal diadopsi sebagai sumber hukum positif, fatwa-fatwa tersebut
kerap menjadi landasan moral dan argumentatif dalam proses pengambilan keputusan hukum. Hal ini
menunjukkan bahwa fatwa MUI berperan sebagai jembatan antara hukum Islam normatif dan praktik
hukum keluarga dalam sistem hukum nasional Indonesia.

© 2026 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license



114 | Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Volume 7, Nomor 1, 2026

Pada tataran sosial, implikasi fatwa hukum keluarga MUI tercermin dalam pembentukan
kesadaran hukum dan sikap keagamaan masyarakat Muslim. Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya
memberikan kepastian normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen edukatif yang membimbing
umat dalam menghadapi persoalan keluarga kontemporer. Dalam konteks tertentu, fatwa MUI bahkan
menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan konflik keluarga, terutama ketika masyarakat menghadapi
persoalan yang tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, fatwa
hukum keluarga MUI memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial keluarga
Muslim.

Namun demikian, implikasi positif tersebut juga menyisakan ruang refleksi kritis. Corak kehati-
hatian dan kecenderungan preventif dalam fatwa hukum keluarga MUI, meskipun bertujuan menjaga
kemaslahatan, berpotensi menimbulkan kesan rigid apabila tidak disertai dengan sosialisasi dan
pemahaman metodologis yang memadai. Oleh karena itu, penguatan transparansi metodologi istinbat
dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi penting agar fatwa-fatwa hukum keluarga
MUI dapat dipahami secara proporsional dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, implikasi fatwa hukum keluarga MUI menunjukkan bahwa lembaga fatwa
memiliki peran yang strategis dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui
pendekatan ijtihad kelembagaan yang kontekstual, MUI tidak hanya menjaga kesinambungan tradisi
hukum Islam, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk wajah hukum keluarga Islam yang responsif
terhadap dinamika masyarakat modern. Implikasi ini menegaskan bahwa fatwa hukum keluarga MUI
merupakan bagian penting dari proses evolusi hukum Islam di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Fatwa hukum keluarga yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan
karakter ijtihad kelembagaan yang adaptif dan kontekstual dalam merespons dinamika kehidupan
keluarga Muslim di Indonesia. MUI menempatkan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai landasan normatif
utama, namun secara metodologis membuka ruang penggunaan #jma‘, giyas, kaidah fikih, dan prinsip
magqasid al-shari‘ah untuk menjawab persoalan-persoalan keluarga kontemporer yang tidak secara
eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik. Pola ini mencerminkan upaya menjaga kesinambungan
tradisi hukum Islam sekaligus menyesuaikannya dengan realitas sosial masyarakat Indonesia.

Mekanisme istinbat al-hukm yang diterapkan MUI berlangsung melalui proses ijtihad kolektif
yang sistematis, dimulai dari pemetaan persoalan secara komprehensif, penelusuran dalil-dalil syari
secara komparatif, hingga pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Pendekatan ini
menunjukkan bahwa fatwa hukum keluarga MUI tidak hanya berorientasi pada keabsahan normatif,
tetapi juga pada dampak sosial dari penerapan hukum tersebut. Dengan demikian, fatwa-fatwa MUI
merepresentasikan model penalaran hukum Islam yang integratif antara teks, rasio, dan konteks.

Implikasi fatwa hukum keluarga MUI terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di
Indonesia terlihat pada kemampuannya membentuk kesadaran hukum masyarakat, menjadi rujukan
normatif lembaga keagamaan dan aparat negara, serta berkontribusi dalam pengayaan diskursus hukum
Islam nasional. Meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, daya pengaruh
sosialnya menegaskan peran strategis lembaga fatwa dalam membangun wajah hukum keluarga Islam
yang responsif dan relevan. Oleh karena itu, kajian terhadap dasar hukum dan mekanisme istinbat al-
hukm MUI menjadi penting untuk memahami arah perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia
dalam konteks ijtihad kelembagaan modern.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam dua aspek. Pertama, secara akademik penelitian ini
menawarkan pemetaan yang lebih sistematis mengenai mekanisme istinbat al-hukm dalam fatwa
hukum keluarga MUI, yang selama ini belum banyak dikaji secara khusus dalam studi hukum keluarga
Islam di Indonesia. Kedua, secara praktis penelitian ini memberikan pemahaman metodologis mengenai
proses penetapan fatwa di tingkat kelembagaan, yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan studi
hukum keluarga Islam serta praktik perumusan fatwa di Indonesia.
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